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Sungguminasa

1. Dasar Hukum

a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
selanjutnya disebut undang-undang pemilihan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentangPerubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor
12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum:
Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



h. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

i. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur DanWakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

J. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024;

k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024
tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah

Pasal 148

(1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota
yang Dberkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
selanjutnya disebut undang-undang pemilihan, pada :

Pasal 70 Ayat (2)

Gubernur dan Wakil Gubemnur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,
pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan
mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 71 Ayat (1)

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan
Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
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4. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pada :

Pasal 53

(1) Gubemur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota,
pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan
mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

termasuk harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi
pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
(2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama

Presiden, bagi gubemur dan wakil gubemur;

b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan

c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubermnur; dan

b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan
wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

(4) Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan
kepada:

a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubemur; dan

b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan
wakil walikota.

5. Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dalam hal Pencegahan terhadap potensi
terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Gowa mengimbau
kepada DPRD Kabupaten Gowa agar dapat memperhatikan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.
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Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

KETUA

SAPARUDDIN, S.H., M.H.

Tembusan Yth;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan:
2. Arsip.
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